
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR G!) TAHUN2018
TENTANG

TATACARAPEMBAGIANDANPENETAPANRINCIANDANADESASETIAP

DESADIKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUNANGGARAN2019

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Wali Kota
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
dimaksud pada huruf a, perlu

sebagaimana
menetapkan

Mengingat

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2019;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Repub1ik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke

Desa dan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

121/PMK07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

SO/PMK07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke

Desa dan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

199/PMK07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2016 Nomor 2);

------------------ - - - - - - . -------------



11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TIMURTAHUNANGGARAN2019.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain

yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa.

4. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Kementerian

Dalam Negeri.



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB

Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening

tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh

penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPANRINCIANDANADESA
Pasa12

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

Anggaran2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. alokasi Dasar;

b. alokasi Afirmasi;dan

c. alokasi Formula.

Pasal3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,

dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten di bagi jumlah Desa

sebagaimana telah ditetapkan dalam LampiranPeraturan PresidenNomor129
Tahun 2018 tentang RincianAnggaranPendapatan dan BelanjaNegaraTahun
Anggaran2019.

Pasal4

(1) AlokasiAfirmasisetiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang
memilikijumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran alokasi Afirmasisetiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenaiTata Cara PengalokasianDana Desa.

Pasa15

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan



indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang

darr/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

statistik.

Pasal6

Penghitungan alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AFDesa = {(0,10x Zl) + (0,50 x Z2)+ (0,15x Z3)+ (0,25 x Z4)}x AFKab/Kota

Keterangan :

AFDesa

Zl

Z2

Z3

Z4

AFKab/Kota

= AlokasiFormula setiap Desa.

= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total

penduduk miskin Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah

Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

= rasio indeks kesulitan geografissetiap Desa terhadap indeks
kesulitan geografisDesa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

= AlokasiFormula Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 7
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang
berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang statistik

Pasal8

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIII
PENYALURANDANADESA

Pasal9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD
ke RKD.



(2) Pemindahbukuan dari RKUDke RKDdilakukan paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan

penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara bertahap, denga ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga

bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat

bulan Juni sebesar 40% (empatpuluh persen);dan

c. tahap IIIpaling cepat bulan Juli sebesar 40% (empatpuluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUDke RKDtahap I dilaksanakan setelah
Bupati menerima Peraturan DesamengenaiAPBDesa dari KepalaDesa.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUDke RKDtahap II dilaksanakan setelah
Bupati menerima laporan realisasi realisasi penyerapan dan capaian

output Dana Desa tahun anggaran sebelumnyadari KepalaDesa.

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUDke RKDtahap IIIdilaksanakan setelah
Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa sampai dengan tahap IIdari KepalaDesa.

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai

dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan

rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang
sebesar 50% (limapuluh persen).

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)

dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh

kegiatan.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan , uraian

output, volumeoutput, cara pengadaan, dan capaian output.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat

memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan
yang diterbitkan olehKementerianZlembagaterkait.



BABIV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai:

a. bidang PembangunanDesa:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana lingkunganpermukiman;

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana transportasi;

3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana energi;

4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana informasidan komunikasi;

5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana kesehatan masyarakat;

6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; dan

7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana usahan ekonomi pertanian yang berskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi,
distribusi dan pemasarann untuk ketahanan pangan.

b. bidang PemberdayaanMasyarakatDesa:

1. dukungan kegiatan ekonomibaik yang dikembangkanoleh BUM

Desaatau BUMDesa bersama;

2. peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui

pelatihan dan pemagangan;

3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan

ketahanan pangan Desa;

4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum
masyarakat dan pelatihan paralegaldi Desa;

5. sosialisasidan edukasi kesehatan masyarakat; dan

6. program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang
diputuskan dalammusyawarahDesa.



(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan

Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada

saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada

pedoman tekknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang

dibiayai dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan

dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber dayajbahan

baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja

dari masyarakat Desa setempat.

Pasal12

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan

Dana Desa.

BABV

PELAPORANDANADESA

Pasal13

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capalan

output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari :
a. tahap I berupa Peraturan DesamengenaiAPBDesa dari KepalaDesa;
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa tahun anggaran sebelumnyadari KepalaDesa; dan
c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.



(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4)
KepalaDesa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada
Bupati.

BABVI
SANKSI

Pasal14
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (4)atau Pasal 9 ayat (5);

b. terdapat sisa Dana Desa di RKDtahun anggaran sebelumnya lebih
dari 30%(tigapuluh persen);dan

c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsionalDaerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun
anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKDtahun anggaran sebelumnya lebih
besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II,
penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran

berjalan sisa Dana Desa di RKDtahun anggaran sebelumnyamasih lebih
besar dari 30% (tigapuluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dapat disalurkan dan menjadi
sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPNselaku KPA
penyaluran DAKfisikdan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak dapat disalurkan kembalipada tahun anggaran berikutnya.
(7) Rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c disampaikan

oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi
atau telah terjadi penyimpanganpenyaluran danZatau penggunaan Dana
Desa.



(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada

Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPApenyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal9.

Pasal 15

(1) Bupati menyalurkan kernbali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1)huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKDtahun anggaran sebelumnya kurang dari atau

sarna dengan 30%; dan

c. terdapat usulan dari apararat pengawas fungsional Daerah.

(2)Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan

berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke

RKDdan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3)Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAKFisik

dan Dana Desa.

(4)Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan

mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun

anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB

Desa tahun anggaran berikutnya.

(5)Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUDsebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum

minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan , Bupati

menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang

belum disalurkan dari RKUNke RKUDkepada Kepala KPPNselaku KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua

bulan J uni anggaran berjalan.



Pasal16

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah

dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana

Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPApenyaluran DAK

ftAH DITELlTIKFBiUARlWN9ana Desa.i' Hokum DanPerund"" • Undangan

BABVII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 17
Pc m ina TK I nV/hI

NIP. 19~m'Hi1t.19lipati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 6ro'"1gtR. 2018

CBUPAtI TANJ ABUNGTIMUR,

H. ROMIHARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal ']i} 06(f1tl6~ 2018

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAHKABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018

NOMOR.. ~j.



LAMPlRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR ~&1 TAHUN 2018
TENTANG J
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI ALOKASI PAGU DANA PERNO KECAMATAN NAMADESA ALOKASIDASAR BERDASARKANAFIRMASI
FORMULA DESA

1 2 3 4 5 6 7

1 MUARA SABAKTIMUR ALANG-ALANG 672.421.000 - 207.239.000 879.660.000
2 LAMBUR 672.421.000 - 381.861.000 1.054.282.000
3 SIMBUR NAIK 672.421.000 - 156.145.000 828.566.000
4 LAMBURI 672.421.000 - 179.038.000 851.459.000
5 LAMBUR II 672.421.000 - 405.474.000 1.077.895.000
6 KOTA RAJA 672.421.000 - 277.387.000 949.808.000
7 SIAU DALAM 672.421.000 - 238.784.000 911.205.000
8 SUNGAIULAR 672.421.000 - 145.997.000 818.418.000
9 KOTA HARAPAN 672.421.000 - 178.870.000 851.291.000
10 KUALA SIMBUR 672.421.000 - 205.156.000 877.577.000

11 NIPAH PANJANG SIMPANGJELITA 672.421.000 - 160.747.000 833.168.000
12 SIMPANG DATUK 672.421.000 - 294.587.000 967.008.000
13 TELUK KIJING 672.421.000 - 260.723.000 933.144.000
14 SUNGAI RAYA 672.421.000 - 391.459.000 1.063.880.000
15 PEMUSlRAN 672.421.000 - 176.629.000 849.050.000
16 SUNGAI TERING 672.421.000 211.289.000 474.315.000 1.358.025.000
17 SUNGAI JERUK 672.421.000 - 226.575.000 898.996.000
18 BUNGA TANJUNG 672.421.000 - 165.513.000 837.934.000

19 MENDAHARA PANGKALDURI 672.421.000 - 483.489.000 1.155.910.000
20 MENDAHARA TENGAH 672.421.000 - 256.276.000 928.697.000
21 LAGAN ILIR 672.421.000 - 386.228.000 1.058.649.000
22 SINAR KALIMANTAN 672.421.000 - 180.568.000 852.989.000
23 SUNGAI TAWAR 672.421.000 - 676.821.000 1.349.242.000
24 BAKTI !DAMAN 672.421.000 - 214.622.000 887.043.000
25 MERBAU 672.421.000 - 341.580.000 1.014.001.000
26 PANGKAL DURI ILIR 672.421.000 - 382.839.000 1.055.260.000

27 RANTAURASAU RANTAURASAU I 672.421.000 - 211.838.000 884.259.000
28 RANTAURASAU II 672.421.000 - 123.925.000 796.346.000
29 HARAPANMAKMUR 672.421.000 - 193.513.000 865.934.000
30 BANGUN KARYA 672.421.000 - 202.761.000 875.182.000
31 RANTAUJAYA 672.421.000 - 177.160.000 849.581.000
32 SUNGAIDUSUN 672.421.000 - 128.550.000 800.971.000
33 KARYABAKTI 672.421.000 - 145.126.000 817.547.000
34 MARGA MULYA 672.421.000 - 231.353.000 903.774.000
35 PEMATANGMAYAN 672.421.000 - 159.663.000 832.084.000
36 TRI MULYO 672.421.000 - 281.968.000 954.389.000

37 SADU SUNGAI SAYANG 672.421.000 - 361.714.000 1.034.135.000
38 AIR HITAM LAUT 672.421.000 - 411.110.000 1.083.531.000
39 SUNGAI JAMBAT 672.421.000 - 578.512.000 1.250.933.000
40 SUNGAIITIK 672.421.000 - 346.484.000 1.018.905.000
41 SUNGAI BENUH 672.421.000 - 163.761.000 836.182.000
42 SUNGAICEMARA 672.421.000 - 300.743.000 973.164.000
43 REMAU BAKU TUO 672.421.000 - 357.964.000 1.030.385.000
44 LABUHAN PERING 672.421.000 - 413.378.000 1.085.799.000
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45 DENDANG KUALA DENDANG 672.421.000 211.289.000 471.418.000 1.355.128.000
46 KOTO KANDIS DENDANG 672.421.000 - 174.341.000 846.762.000
47 KOTO KANDIS 672.421.000 - 1.010.698.000 1.683.119.000
48 SIDO MUKTI 672.421.000 - 291.179.000 963.600.000
49 CATUR RAHAYU 672.421.000 - 281.582.000 954.003.000
50 JATI MULYO 672.421.000 - 124.762.000 797.183.000

51 KUALAJAMBI TELUK MAJELIS 672.421.000 - 479.655.000 1.152.076.000
52 KUALA LAGAN 672.421.000 - 241.021.000 913.442.000
53 MAJELIS HIDAYAH 672.421.000 - 150.738.000 823.159.000
54 MANUNGGAL MAKMUR 672.421.000 - 146.889.000 819.310.000

55 MENDAHARA ULU PEMATANG RAHIM 672.421.000 - 806.361.000 1.478.782.000
56 SUNGAITOMAN 672.421.000 - 290.509.000 962.930.000
57 BUKIT TEMPURUNG 672.421.000 - 127.941.000 800.362.000
58 SINAR WAJO 672.421.000 211.289.000 509.880.000 1.393.590.000
59 SUNGAIBERAS 672.421.000 - 178.041.000 850.462.000
60 MENCOLOK 672.421.000 - 301.856.000 974.277.000

61 GERAGAI LAGAN ULU 672.421.000 - 267.998.000 940.419.000
62 LAGAN TENGAH 672.421.000 - 243.259.000 915.680.000
63 PANDAN MAKMUR 672.421.000 - 195.518.000 867.939.000
64 PANDAN LAGAN 672.421.000 - 144.677.000 817.098.000
65 SUKA MAJU 672.421.000 - 164.811.000 837.232.000
66 KOTA BARU 672.421.000 - 151.521.000 823.942.000
67 RANTAU KARYA 672.421.000 - 119.276.000 791.697.000
68 PANDAN SEJAHTERA 672.421.000 - 138.508.000 810.929.000

69 BERBAK RANTAU RASAU 672.421.000 211.289.000 457.710.000 1.341.420.000
70 RANTAU MAKMUR 672.421.000 - 614.440.000 1.286.861.000
71 SUNGAI RAMBUT 672.421.000 - 243.631.000 916.052.000
72 RAWA SARI 672.421.000 - 302.292.000 974.713.000
73 TELAGA LIMO 672.421.000 - 424.594.000 1.097.015.000

/"
TOTAL 49.086.733.000 845.156.000 ~.29 s.esr.ooo 71.225.440.000
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